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Abstrak

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun peta administrasi Desa Salarri sebagai upaya mendukung
pengelolaan wilayah dan perencanaan pembangunan desa. Metode yang digunakan adalah pemetaan
partisipatif, yang melibatkan observasi awal, sosialisasi, survei lapangan, analisis data spasial, serta
validasi bersama pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Hasll yang djperoleh berupa peta administrasi
yang menggambarkan batas desa secara lebih jelas dan telah disepakati oleh pihak terkait. Peta ini
diharapkan dapat menjadi acuan resmi dalam pengelolaan aset desa, perencanaan pembangunan,
serta mencegah potensi konfiik batas wilayah. Partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor kunci dalam
keberhasilan program ini, meskipun terdapat tantangan seperti perbedaan persepsi batas desa dan
keterbatasan teknologi pemetaan. Untuk mengatasi kendala tersebut, disarankan adanya sosialisasf
Intensif sebelum pemetaan serta pemanfaatan teknologi seperti GPS dan sistem informasi geografis
(SIG) untuk meningkatkan akurasi. Dengan adanya peta administrasi ini, desa memiliki dokumen resmi
yang dapat digunakan dalam tata kelola wilayah, penyusunan kebijakan, dan pengajuan program
pembangunan ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

Kata kunci — administrasi wilayah desa, perencanaan pembangunan desa, pemetaan batas wilayah,
pemetaan partisipatif, geospasial desa

Abstrak

This study aims to develop an administrative map of Salarri Village as a strategic effort to support
territorial management and sustainable village development planning. The method used is participatory
mapping, involving initial observation, socialization, field surveys, spatial data analysis, and validation
with the village government and community leaders. The result is an administrative map that clearly
delineates village boundaries and has been agreed upon by relevant stakeholders. This map is expected
to serve as an official reference for asset management, development planning, and prevention of
potential boundary confiicts. Active community participation is a key factor in the success of this
program, although challenges such as differing perceptions of village boundaries and limited mapping
technology were encountered. To address these challenges, intensive socialization prior to mapping
and the use of technologies such as GPS and Geographic Information Systems (GIS) are recommended
to improve accuracy. With the availability of this administrative map, the village now possesses an
official document that can be used for spatial governance, policy formulation, and submitting
development programs to higher levels of government.

Keywords - village administrative boundaries, village development planning, boundary mapping,
participatory mapping, village geospatial data.
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PENDAHULUAN

Pemetaan administrasi desa merupakan aspek fundamental dalam tata kelola wilayah yang
efektif dan perencanaan pembangunan berkelanjutan (Haraty et al., 2024; Yuliyanto et al., 2022).
Keberadaan peta administrasi yang akurat dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola sumber
daya, merencanakan infrastruktur, serta mencegah potensi sengketa batas wilayah (Kilic et al., 2023;
Syahza et al., 2020). Teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) memungkinkan analisis spasial yang
lebih komprehensif dalam menentukan batas administratif dan mendukung perencanaan desa berbasis
data (Setyawan et al., 2018; Singh & Chudasama, 2023). Selain itu, integrasi GIS dengan metode
pemetaan partisipatif dapat meningkatkan akurasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemetaan
(Zachrisson et al., 2021; Zarodi et al., 2019). Pelibatan masyarakat dalam prose penataan ruang telah
diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, dan diperkuat melalui Peraturan
Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010. Dalam praktiknya, pelibatan masyarakat dianggap sebagai kontrol
sosial sekaligus bentuk kemitraan antara pemerintah dan warga untuk menciptakan ruang yang
inklusif, adil, dan berkelanjutan (Rohiani, 2021; Sinaga, 2020). Prinsip keterbukaan, kebersamaan, dan
keberlanjutan menjadi dasar hukum yang penting dalam upaya perencanaan berbasis masyarakat.

Desa Salarri, yang terletak di Kelurahan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, menghadapi
permasalahan dalam administrasi wilayahnya akibat ketiadaan peta batas administratif yang
terdokumentasi secara resmi. Berdasarkan hasil observasi awal bersama pemerintah desa dan tokoh
masyarakat, batas desa hanya diketahui secara turun-temurun tanpa adanya dokumen pendukung. Hal
ini dapat menimbulkan kesulitan dalam perencanaan tata ruang, pengelolaan aset desa, dan
pengambilan keputusan terkait pembangunan (M. R. Li et al., 2023).

Pemetaan partisipatif menjadi pendekatan yang efektif untuk mengatasi permasalahan ini,
karena melibatkan masyarakat setempat yang memiliki pemahaman historis mengenai batas desa
(Setyawan et al., 2018). Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keakuratan data, tetapi juga
memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap peta yang dihasilkan, sehingga meningkatkan
kemungkinan pemanfaatannya dalam jangka panjang (Martinez-Lépez et al., 2024; Rendra et al.,
2024). Teknologi pemetaan seperti GPS dan drone juga dapat meningkatkan akurasi hasil serta
mempercepat validasi batas wilayah (T. Li et al., 2025; Syamsiar et al., n.d.). Tantangan utama dalam
proses pemetaan ini mencakup perbedaan persepsi mengenai batas wilayah antar-masyarakat serta
keterbatasan akses terhadap teknologi pemetaan yang lebih canggih (Gohil et al., 2024). Untuk
mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan yang mengombinasikan metode pemetaan konvensional
dengan pemanfaatan teknologi modern seperti GPS dan Sistem Informasi Geografis (SIG)(Cao et al.,
2025; Paramitha Mahanani et al., 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun peta administrasi Desa Salarri dengan menggunakan
pendekatan pemetaan partisipatif berbasis GIS. Diharapkan, hasil dari kegiatan ini dapat menjadi acuan
resmi bagi pemerintah desa dalam pengelolaan wilayah, administrasi kependudukan, serta dalam
penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih terstruktur dan berbasis data (Handoko et al., 2021;
Poerbo et al., 2021; Singh & Chudasama, 2023).

METODE
Pelaksanaan kegiatan terdiri dari empat tahapan utama yaitu persiapan dan observasi awal,
pengumpulan data, pembuatan peta, validasi dan sosialisasi hasil.

Persiapan dan Pengumpulan - Pembuatan Validasi dan
Observasi Awal Data - Peta Sosialisasi Hasil

Gambar 1. Tahapan Kegiatan Pengabdian

Tahap pertama adalah observasi awal yang dilakukan dengan mendatangi lokasi dan berdiskusi
dengan tokoh masyarakat serta pemerintah desa untuk mengetahui kondisi eksisting terkait batas
administratif desa. Observasi ini bertujuan untuk memahami sejauh mana masyarakat memiliki
pemahaman tentang batas desa dan bagaimana informasi tersebut dapat digunakan dalam proses
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pemetaan.

Tahap kedua adalah pengumpulan data yang meliputi data spasial dan data administratif. Data
spasial diperoleh melalui teknik pemetaan partisipatif dengan melibatkan masyarakat yang memiliki
pengetahuan mengenai batas desa. Selain itu, dilakukan survei menggunakan perangkat GPS untuk
memperoleh koordinat batas desa secara lebih akurat. Data administratif dikumpulkan dari dokumen
resmi desa serta wawancara dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat.

Tahap ketiga adalah pembuatan peta administrasi desa. Data yang telah diperoleh dianalisis
dan diproses menggunakan perangkat lunak pemetaan seperti ArcGIS atau QGIS. Dalam tahap ini,
dilakukan digitasi batas desa serta penyusunan informasi tambahan yang relevan seperti jalan, sungai,
dan batas wilayah administratif lainnya.

Tahap keempat adalah validasi hasil peta. Peta yang telah dibuat divalidasi dengan cara
melakukan diskusi kembali bersama masyarakat dan pemerintah desa untuk memastikan bahwa batas
yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama. Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka dilakukan
revisi sebelum finalisasi peta.

Tahap terakhir adalah sosialisasi hasil kepada masyarakat dan pemerintah desa. Peta
administrasi yang telah disusun diserahkan kepada pihak desa sebagai dokumen resmi yang dapat
digunakan dalam tata kelola wilayah. Selain itu, dilakukan edukasi kepada masyarakat mengenai
manfaat peta administrasi dan cara penggunaannya dalam perencanaan pembangunan desa.

Dengan metode ini, diharapkan peta administrasi yang dihasilkan dapat menjadi acuan resmi
bagi Desa Salarri dan membantu dalam perencanaan pembangunan serta pengelolaan sumber daya
desa secara lebih baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan ini berupa peta administrasi Desa Salarri yang telah disusun berdasarkan
data yang diperoleh melalui metode pemetaan partisipatif. Peta ini menunjukkan batas administratif
desa secara lebih jelas dan telah melalui proses validasi bersama tokoh masyarakat serta pemerintah
desa. Dengan adanya peta ini, pemerintah desa kini memiliki acuan resmi dalam pengelolaan wilayah
dan perencanaan pembangunan.

Proses kegiatan ini diawali dengan observasi awal yang dilaksanakan pada 6—10 Agustus 2024.
Observasi ini melibatkan diskusi dengan tokoh masyarakat dan pemerintah desa untuk memahami
kondisi batas administratif desa yang belum terdokumentasi secara resmi. Dari hasil diskusi, diketahui
bahwa meskipun beberapa tokoh masyarakat memiliki pemahaman tentang batas desa, tidak ada
dokumen yang secara visual menunjukkan batas wilayah secara akurat. Oleh karena itu, pemetaan
administrasi desa dianggap penting untuk memperjelas batas wilayah serta mencegah potensi sengketa
lahan di masa mendatang.

Gambar 2. Persiapan dan Observasi

Setelah tahap observasi, dilakukan sosialisasi penyampaian program pada 16 Desember 2024.
Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat peta
administrasi desa dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam proses pembuatannya.
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Pemerintah desa dan tokoh masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi terhadap program ini karena
dianggap dapat membantu dalam berbagai aspek perencanaan desa, termasuk pembangunan
infrastruktur dan administrasi kependudukan.

Pelaksanaan kegiatan utama berlangsung dari 17 Desember 2024 hingga 6 Januari 2025.
Tahapan ini mencakup pengumpulan data, survei lapangan, analisis spasial, serta pembuatan peta
administrasi desa. Dalam pelaksanaannya, tim KKN bekerja sama dengan masyarakat dalam melakukan
pemetaan partisipatif. Metode ini memastikan bahwa batas desa yang digambarkan sesuai dengan
pengetahuan lokal dan kenyataan di lapangan. Selain itu, masyarakat setempat turut membantu dalam
mengidentifikasi titik-titik batas wilayah berdasarkan pengetahuan historis mereka.

Gambar 3. Pembuatan Peta

Setelah peta administrasi selesai disusun, dilakukan proses validasi yang melibatkan perangkat
desa dan tokoh masyarakat. Validasi ini bertujuan untuk memastikan akurasi peta sebelum dijadikan
dokumen resmi. Revisi dilakukan berdasarkan masukan dari masyarakat dan pemerintah desa hingga
diperoleh peta yang benar-benar sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Akhirnya, pada 13 Januari
2025, peta administrasi resmi diserahkan kepada pemerintah desa dalam sebuah acara seremonial
yang dihadiri oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat. Dengan penyerahan ini, peta administrasi
resmi menjadi dokumen yang dapat digunakan dalam berbagai aspek tata kelola desa, termasuk
sebagai referensi dalam pembuatan kebijakan pembangunan desa.

Sebagai bagian dari evaluasi kegiatan, pembuatan peta administrasi ini menunjukkan hasil yang
positif dalam meningkatkan keteraturan administratif desa. Pemerintah desa kini memiliki dokumen
yang dapat digunakan dalam berbagai keperluan, termasuk dalam penataan wilayah, administrasi
kependudukan, serta pengajuan program pembangunan ke tingkat pemerintah yang lebih tinggi. Selain
itu, evaluasi juga menunjukkan bahwa metode pemetaan partisipatif yang diterapkan sangat efektif,
karena melibatkan masyarakat secara langsung dan menghasilkan peta yang mencerminkan kondisi
nyata di lapangan. Tantangan seperti perbedaan persepsi batas desa dapat diminimalkan melalui
diskusi yang melibatkan banyak pihak, sehingga peta yang dihasilkan mendapatkan kesepakatan
bersama.

5 _ -~ L 2w
Gambar 4. Validasi dan Penyerahan Peta
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Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ini menjadi faktor utama dalam keberhasilan
program. Masyarakat, terutama tokoh masyarakat yang memahami batas wilayah desa, berkontribusi
secara langsung dalam memberikan informasi terkait batas administratif yang sebelumnya belum
terdokumentasi secara resmi. Tanpa keterlibatan masyarakat, data yang diperoleh tidak akan memiliki
tingkat akurasi yang tinggi, mengingat banyak batas desa hanya diketahui berdasarkan pengetahuan
turun-temurun.

Pemerintah desa juga turut berperan dengan memberikan akses terhadap dokumen-dokumen
administratif yang dapat membantu dalam proses pemetaan. Selain itu, mereka juga membantu dalam
memfasilitasi pertemuan antara tim KKN dan masyarakat untuk memastikan bahwa semua informasi
yang dikumpulkan dapat divalidasi dengan baik. Keberhasilan program ini juga menunjukkan bahwa
metode pemetaan partisipatif sangat efektif dalam menggambarkan batas administratif desa secara
lebih akurat dan dapat diterapkan di desa-desa lain yang mengalami permasalahan serupa.

Selain aspek teknis, program ini juga memberikan dampak sosial yang positif. Partisipasi
masyarakat dalam setiap tahap pemetaan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya batas
administratif yang jelas. Dengan demikian, masyarakat memiliki rasa memiliki terhadap peta yang telah
dibuat, sehingga kemungkinan besar peta ini akan digunakan secara berkelanjutan dalam berbagai
keperluan administrasi desa.

Namun, dalam proses pembuatan peta ini terdapat beberapa tantangan yang perlu
diperhatikan. Salah satunya adalah perbedaan persepsi di antara masyarakat mengenai batas desa,
yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam hasil pemetaan. Tantangan lainnya adalah
keterbatasan akses terhadap teknologi pemetaan yang lebih akurat, sehingga sebagian besar pemetaan
masih mengandalkan metode manual yang memerlukan validasi lebih lanjut.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, rekomendasi yang dapat diberikan antara lain adalah
melakukan sosialisasi yang lebih intensif sebelum pemetaan dilakukan agar masyarakat memiliki
pemahaman yang sama tentang batas administratif desa. Selain itu, penggunaan teknologi pemetaan
seperti GPS atau drone dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan akurasi hasil pemetaan.
Pemerintah desa juga disarankan untuk melakukan pembaruan peta secara berkala agar tetap relevan
dengan kondisi terkini.

Dari perspektif akademik, pelaksanaan program ini juga membuktikan bahwa metode
pemetaan partisipatif dapat menjadi solusi bagi desa-desa yang belum memiliki peta administrasi.
Dengan menggabungkan data spasial dan pengetahuan lokal, dihasilkan peta yang lebih representatif
dan dapat dijadikan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan desa yang lebih baik di masa
depan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pembuatan peta administrasi Desa Salarri melalui metode pemetaan partisipatif
berhasil menghasilkan dokumen batas wilayah desa yang lebih jelas dan akurat. Dengan keterlibatan
aktif masyarakat dan pemerintah desa, peta yang dibuat dapat digunakan sebagai acuan dalam
pengelolaan wilayah, perencanaan pembangunan, dan administrasi kependudukan. Tantangan yang
dihadapi dalam proses pemetaan, seperti perbedaan persepsi batas desa dan keterbatasan teknologi,
dapat diatasi dengan sosialisasi yang lebih intensif serta pemanfaatan teknologi pemetaan yang lebih
canggih. Keberhasilan program ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dalam pemetaan dapat
menjadi solusi efektif bagi desa-desa yang belum memiliki peta administrasi, serta dapat dijadikan
model bagi program serupa di wilayah lain.
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Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pusat Pengembangan Kuliah Kerja
Nyata (P2KKN) serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas
Sulawesi Barat atas dukungan dan fasilitas yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Ucapan
terima kasih juga kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Teknik, Kepala Desa Salarri, tokoh
masyarakat, serta seluruh warga Desa Salarri yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan dukungan
penuh selama kegiatan berlangsung.
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tidak langsung, dalam mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Semoga kontribusi yang diberikan
dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Desa Salarri, khususnya dalam
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